
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 107 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 91 TAHUN 2022 

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang:   a.  bahwa ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Penghargaan Kepemudaan tidak sesuai dengan 

perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Penghargaan Kepemudaan; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5067); 
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  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 

  6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6856); 

  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6460); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan 

Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana 

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5238); 

  12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 

Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1449);  

  13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926); 

  14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota 

Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 655); 
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  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 85); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 47); 

  18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2022 

Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 91); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 91 TAHUN 2022 

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Penghargaan Kepemudaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2022 Nomor 91) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 9 

 

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada 

Pemuda Berprestasi dengan ketentuan: 

a. berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun saat 

meraih prestasi; 

b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;  

c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

d. bebas dari narkoba;  

e. meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan 

di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau 

internasional;  

f. terdaftar sebagai Pemuda Berprestasi sesuai sesuai kriteria 

prestasi yang diraih; dan/atau 



5 
 

g. menjadi perwakilan daerah untuk mengikuti ajang/event/seleksi/ 

pemilihan/perlombaan di bidang kepemudaan pada tingkat 

daerah, nasional dan/atau internasional. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada 

Pembina Pemuda dengan ketentuan: 

a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;  

b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. bebas dari narkoba;  

d. melakukan pembinaan, membimbing, mengarahkan, 

mengusahakan, meningkatkan, dan mengembangkan potensi 

pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi 

kepemudaan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun; 

e. meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan 

di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau 

internasional;  

f. terdaftar sebagai Pembina Pemuda sesuai kriteria prestasi yang 

diraih; dan/atau 

g. menunjukkan dedikasi tinggi dalam dalam penyadaran pemuda, 

pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada 

Tokoh Pemuda dengan ketentuan: 

a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;  

b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. bebas dari narkoba;  

d. melakukan pembinaan, membimbing, mengarahkan, 

mengusahakan, meningkatkan, dan mengembangkan potensi 

pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi 

kepemudaan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun; 

e. meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan 

di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau 

internasional; 

f. terdaftar sebagai Tokoh Pemuda sesuai kriteria prestasi yang 

diraih; dan/atau 

g. mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat 

kepemudaan serta menghasilkan karya/temuan/teknologi yang 

bermanfaat dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, 

dan pengembangan Pemuda. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 18 September 2023e 

2023 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

  Ttd 

 

 H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 18 September 2023 

 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 107 


